ABSTRAK

Skripsi dengan judul Eksaminasi Putusan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
Terhadap Objek Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor:
589/Pdt.G/2017/PA.Kdr) ini ditulis oleh Hesti Wahyu Wulansari, NIM
12101193131, dengan Pembimbing Amilis Kina, M.E.I.

Kata Kunci: Eksaminasi, Putusan, Lelang Eksekusi, Hak Tanggungan.

Wanprestasi yang terjadi pada akad pembiayaan murabahah menjadi satu
hal yang sering terjadi dalam dunia perbankan syariah. Apalagi terhadap
perjanjian dengan jaminan yang diikat hak tanggungan memiliki konsekuensi
tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, terhadap wanprestasi
yang terjadi maka objek jaminan bisa dilelang secara parate executie yaitu
eksekusi lelang secara langsung tanpa menunggu persetujuan dari debitur serta
tidak melalui proses di pengadilan. Karena pelaksanaan lelang ini dilakukan
langsung oleh kreditur, di kemudian hari akan muncul perlawanan atas
pelaksanaan lelang tersebut. Seperti dalam putusan nomor:
589/Pdt.G/2017/PA.Kdr. yang berisi tentang gugatan perbuatan melawan hukum
atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan. Dasar
gugatan ini karena debitur menyatakan bahwa tindakan kreditur melakukan lelang
eksekusi secara parate ini merupakan perbuatan melawan hukum sebab
dilaksanakan tanpa sepengetahuan debitur dan terjadi sebelum masa perjanjian
berakhir.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui secara jelas pertimbangan
hakim pada putusan nomor: 589/Pdt.G/2017/PA.Kdr. tentang lelang eksekusi hak
tanggungan terhadap objek jaminan; 2) untuk mengkaji eksaminasi putusan
nomor: 589/Pdt.G/2017/PA.Kdr tentang lelang eksekusi hak tanggungan terhadap
objek jaminan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan
kasus (case approach). Sumber data yang dieteliti adalah dari Undang-Undang
dan data kepustakaan dengan analisis data menggunakan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam
putusan tersebut terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat
menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi sehingga pelaksanaan
lelang eksekusi secara parate executie tersebut telah sah secara hukum sehingga
tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. 2) Pertimbangan
hakim yang dianalisis sudah sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan
sehingga menegaskan bahwa lelang eksekusi secara parate executie itu dilakukan
tanpa proses di pengadilan sehingga bisa dilakukan tanpa menunggu persetujuan
dari debitur dan bisa dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo perjanjian.
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ABSTRACT

This undergraduate thesis entitled “Examination of Court Decisions on the
Auction of Mortgage Execution over Property Constituting the Object of a
Dispute as Reviewed under Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights (A Study
of the Decision of the Kediri City Religious Court Number:
589/Pdt.G/2017/PA.Kdr)” was written by Hesti Wahyu Wulansari, Student ID
12101193131, under the supervision of Amilis Kina, M.E.I.

Keywords: Examination, Court Decision, Execution Auction, Mortgage Rights.

Default arising from a murabahah financing agreement is a common
occurrence in the Islamic banking sector, particularly in agreements secured by
mortgage rights, which carry specific legal consequences. Based on the Mortgage
Rights Law, in the event of default, the collateral object may be sold through a
parate executie, namely a direct execution auction conducted without the debtor’s
consent and without court proceedings. Since this auction is carried out directly
by the creditor, resistance or objections to its implementation may arise in the
future. This is reflected in Decision Number 589/Pdt.G/2017/PA.Kdr, which
concerns a claim of an unlawful act regarding the execution auction of mortgage
rights over the collateral object. The basis of the claim was the debtor’s assertion
that the creditor’s action in conducting the parate executie constituted an unlawful
act because it was carried out without the debtor’s knowledge and before the
expiry of the agreement period.

The objectives of this research are: 1) to clearly identify the judges’
considerations in Decision Number 589/Pdt.G/2017/PA.Kdr concerning the
execution auction of mortgage rights over the collateral object; and 2) to examine
the said decision regarding the execution auction of mortgage rights over the
collateral object as reviewed under Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage
Rights.

The research method used in this undergraduated thesis is a library research
method with a normative legal research type. This study uses a statutory approach
and a case approach. The data sources examined consist of statutory regulations
and library materials, with data analysis conducted descriptively and analytically.

The results of this research indicate that: (1) the judges’ considerations in
the decision regarding default and unlawful acts by the Defendant state that the
debtor had committed default; therefore, the implementation of the execution
auction through parate executie was legally valid and could not be categorized as
an unlawful act; and (2) the analyzed judicial considerations are in accordance
with the Mortgage Rights Law, thereby affirming that an execution auction
through parate executie is conducted without court proceedings, may be carried
out without the debtor’s consent, and may be executed without waiting for the
maturity of the agreement.
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